
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 1 TAHUN 2OO7 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Menimbang a.

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dengan pertimbangan tempat bertugas dan untuk
pemenuhan kebutuhan hidup di Jakarta bagi pegawai Kantor
Perwakilan Provinsi Bengkulu agar dapat melaksanakan
tugas dengan lebih produktif dan profesional perlu diberikan
tambahan penghasilan;

bahwa berpedoman pada Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1
Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengaturar
pemberian tambahan penghasilan berdasarkan perlimbangan
tempat bertugas pada pegawai Kantor Perwakilan Provinsi
Bengkulu di Jakarta diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor
1 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilar
Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Bengkuiu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007
Nomor 6);

12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor I Tahun 2OO7 terrtang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawa-i Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita
Daerah Provinsi Bengkulu Tahwt 2OO7 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkuiu Nomor
14 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor I Tahun 2OO7 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahvn 2Ol4 Nomor 14);

10.
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAI.IAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2OO7
TEI{TANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKLINGAN PEMERII{TAH
PROVINSI BENGKULU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2O07 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1

Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilal
Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu @erita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2014 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, kemudian setelah huruf b

ditambah tiga huruf baru yaitu huruf c, huruf d dan huruf
e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah terpencil,
daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, dengan
kriteria sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas di daerah yang termasuk kategori
daerah terpencil/jarak tempuh yang jauh dari pusat
perkotaan.

b. Melaksanakan tugas di daerah yang belum memiliki
sarana dan prasarana yang memadai baik
perekonomian maupun sarana/prasarana lainnya.

c. Melaksanakan tugas di daerah yang memiliki biaya
kebutuhan hidup tinggi seperti pada Kantor Perwakiian
Provinsi Bengkulu di Jakarta.

d. tidak sedang melaksanakan tugas bel4jar dan bukan
merupakan pegawai titipan atau yang diperbantukan.

e. besaran tambahan penghasilan diberikan sesuai
kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengaa
Keputusan Gubemur berdasarkan usulan Kepa1a SKPD.

2. Ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai Kantor
Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta sebagaimana
dimaksud pada angka 1 di atas berlaku mulai Bulan
Januari 2015.
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PASAL II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tangga-1 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, firernerintahl€n
Perarumn Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkal di Bengkulu
pada tanggal 22 Juli2OlS

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 37

Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1011

dengan aslinya


